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Mahasiswa Ajukan Pengujian UU Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, 20 Maret 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil pasal 11
(b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
(UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar
pada Selasa (20/03), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang
teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XXI1/2024 ini diajukan oleh Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji.
Dalam hal ini Pemohon menguiji: pasal 11 (b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pemohon yang saat ini merupakan seorang mahasiswa, berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 pasal 11 (b), la mengalami kerugian konstitusionalitas yang diatur sebagai
"menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Menurut penalaran
yang wajar, hal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak adil serta tidak setara, serta akan
menyebabkan ketimpangan yang besar dalam penegakan hukum jika pada pasal tersebut masih terdapat
nominal minimum, yang menyebabkan Pemohon atau warga negara Indonesia yang dianggap memiliki
kemampuan dan potensi untuk melaporkan dugaan korupsi menjadi ragu untuk melakukannya karena
ketentuan pada pasal tersebut.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena terdapat ketentuan minimum nominal
dalam pasal yang berdampak pada pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi, yang jika tetap ada
akan mendorong pertumbuhan budaya negatif. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945, seperti yang dinyatakan dalam beberapa pasal konstitusi, termasuk Pasal 1(3) yang
menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan Pasal 28D(1) yang menjamin hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan bahwa pada pasal 11(b) UU Nomor 19
Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum”.
(FF).

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita

resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)
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